GUBERNUR GORONTALD

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORCNTALD
NOMOR 5 TAHUN 2012

TEMTANG

PEMYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIGANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI GORONTALC

Menimbang : 3.
B
.
Mengirgat -
2.

LAy

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALLD,
bahwa pemberian pelavanan publik merupakan kegiatan vang harus
dilaikukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan

turtutan publik terhadap pelayanan prima;

hahwa prosas pengurusan Perijinan dan Nonperijinan di  bidang
penanaman modal yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi
saat ini belum difaksanakan secara terpadu;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huraf b, periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman
Maodai di Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provins Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 258, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik Indonesia
Momor 4060,

Undang-Undang RMomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonasiz Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undsng-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indenesia Nomor 4844);

Undang-Unclang Nomor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeringahen Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Bomor 136,
Tambahan Lambaran Negara Republilk Indonesia Momaor 4586);
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Undarng-Undang Nomaor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47243:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 51, Tambahan Lembaran WNegarz Republik Indonesia
Momor 45486

Undang-Undang WNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelovanan Publik
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50383
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembertukan
Peraturan  Perundang-undangan [lembaran Megars  Republk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonssia Nomor 52340:

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabhwun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pererspan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintab Nomor 79 Tahun 2005 fentang Pedomarn
Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 163,
Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan anfgra Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negars Repubiiic Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pamerintah MNoror 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momor 83, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesiz
Momor 4745%%;

Pergturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Inserti Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Madal D
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor 48613;



13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 200<
tentang Peryelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Fintu di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesla Nomor 20 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tate Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu di Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo
(Lembaran Daerah Provinst Gorontalo Tehun 2004 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3};

17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontale Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis
Daerah Pravinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor &63;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALD

MEMUTUSKAN :
Menetapkan " PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI
GORONTALC
BAB T
KETENTUARN UMUM
Pasal 1

Dizlarn Peraturan Deerab ini, vang dimaksud dengan:

1. Daersh adalah dasrah Provinsi Gorontalo.

2. Pamerintah Daeralt adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Permerintahan Daerah Provins] Gorontalo.

3. Gubsimur adalah Gubernur Soromizlo

4. Badsn adalah Badan Investasi Dasrah Provins! Gorontalo atau Perangkat Daerah dengar'i

sebutan lzin,

Kepals Badan adalah Kepala Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontals atau Perangkat

in

Daerah dengan sebutsn @in.
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11,

13

14,

Hadan Koordinasi Penanaman Modal, vang sefanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga
nemerintah non kementerian yang bertanggung iawab di bidang penanaman modal yang
dipimpin cleh seorang kepala yang bertanggung jawab {angsung kepada Presiden,
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik cieh penanarm
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
nagara Republik indonesia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang selarjutnya disingkat
PTSR-PM adalah kegiatan penyelenggaraan suaty perizinan dan non perizinan vang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang darl Jembaga atau instansi yang
mermniliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan bidang peranaman modal yang proses
pengelolaannys dimulai dari tahap permohonan sampal dengan tahap terbitnya dokumen
vang dilakulkan daiam satu tempat.

Perangkat daerah teknis berkail adalak badan, dings, kantar vang mendukung pelayanan
perizinan dan non perizinar.

Tim Teknis adalah tim vang dibentuk oleh Gubernur untuk memeriksa dan memberi
pertimbangan teknis terhadap objek perizinan dan non perizinan sebelum dokumen
diterbitkan yang terdir darl unsur SKPD teknis terkait,

Tzir adalah dokumen vang diterbitkan cleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukdd legalitas, menyatakan
saf atau memperbolehkan seseorang atau bukti urfuk melakukan usaha atau
diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan keglatan usaha atau
keciatan tertenty.

% 'Pei,a‘ganan perizinan dan non perizinan yang selanjutnys disebut Pelayanan adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai
dengan hak-hak sipll setfap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
P,

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada sesecrang ataw badan hukum dalam bentul
Tzin.

Mon Perizinan adaiah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Deerah unbuk mewujudkan tertib adrministrast pemerintahan.

Standar Pelayanan adalah sustu ukuran yeng dibakukan dalam penyelenggaraan
pelavanan publik yang waijib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Standar Pelavanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolok
ukur yang dipergunakan sebagal pedoman penyelenggaraan pelayanan seria acuEn

penilaian kualitas pelayanan.



17.

18,

20,

Pelayanan prima adalah segaiz kegiatan pelayanan publik vang memenuhi harapan dan
kebutuhan baik bagi pember! maupun penerima palavanan.

Pengaduan adalah pemberitehuan yang menginformasikan ketidaksasuaian antara
pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan vang telah ditentukan.

Sistern Informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan,
tlisan maupun  dokumen elektronik tentang segala hal vang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan,

Sistemn Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elekironik vang selanjuinye
disingkat SPIPISE adalah sistern pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi.

BAB TI
ASAS DAN TUSUAN
Bagian Kesatu
Hzas
Pasal 2

Azas Peryelenggaraan PTSP-PM adalah :

.

£

transparan, vaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang
miembutuhkan, sertz mudah dimengerti;

akuntabel, vaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

partisipatif, vaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

kesaimaan hak, vaitu tidak membedakan sukw, ras, agama, golongan, gender dan status
gkonomi;

efisien, valtu proses pelayenan vang tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel
yang melebini beban dan volume kerja yang berdampak pada Giava;

efalddf, vaitu proses pelavanan dilzkukan berdasarkan tata cera yang cepat tepat sesuai
dengan yang telah ditetaplkan;

keseimbangan antara hak dan kewsajiban, yaitu pember dan penerima pslayanan harus
memmenuhl hald dan kewadiban masing-masing nihai;

mrofesional, vaitu pernrosesan perizinan dan non perizinan sesual dengan kKeahlian yang
diperiukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan,
penguluran dan penilaian kelavakan, vang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tais

urufan dan prosaedur yang telan ditetapkan.



Bagian Kedus
Tuivan
Pasal 3

Tujuan Penyelengaaraan PTSP-PM adalah :

a. Mempercepat wakiu pelayanan dengan mengurangl tahapan-iahapan dalam pelayanan
yang kurang penting;

. Menckan biava pelayanan perizinan dan non perizinan melalui prosedur vang ringkas dan
transparan;

c. menyederhanakan persvaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan
nemanfastan eknologl informas;

BAD 11
PERYELENGGARS PELAYANAN TERPADU SATU PIMTLU
Pasal 4
{1} Penyelenggara PTSP-PM adalah BID atau perangkat daerah dendan sebutan lain, yang
melaksanakan tugas fungsi di bidang penanaman rmodal.
(2% Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara PTSP-PM sebagaimand
dimaksud pada ayat {1} dapat disantu oleh Tim Teknis.
(3% Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
(4 Uriik mendapatksn pertimbangan yang komprehenship, penyelenggara PTSP-PM dapat
mermintakan saran dan pertimbangan secara tertulis davi tenage ahil.

Pasai 5
71} Tim Teknis mempuryal tugas:
a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berite acara
pemerlksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangriya.
b, Memberkan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP untuk menyetujui atau
menolak perizinan dan non perizinan |
(2} Delam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkedudukan di BID atau perangkat daerah
dengan sebutan lain.
BAE TV
TUGAS DAN FUNGST
Bagian Kesaiu
Tugas
Hasal &
(L} FISP-PM mempuryal tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam bidang perizinan dan non gerizinan penanaman rmodal.

&



(2} Penyelenggara PTSP-PM mempunyal tugas :

&. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provingi dan kewenangan vang diberikan kepada Gubernur oleh Kepala |
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kementerian/ Lembaga
[ainnya.

b. Mengeloia administiasi perizinan dan non perizinan

r. Mengkoordinasikan segala proses Perljinan dan non Perilingn di bidang penanaman
Modal dengan SKPD di ingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 7

Dalam menyelenagarakan tugasnya, penvelenggara PTSP-PM mempunvai fungsi:

a.
b?
c"

= @ oo

wmaa
a

[
a

Pusat jasa informasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan penanaman modal.

Pusat data perkembangan investasi di daerah.

Pusat pemantauan dini kegiatan investasi vang sedang berlangsung, mengenal dampak
kaglatan investasi terhadap lingkungan sekitar.

Pusat pelayanan administrasi seluruh kegéataﬁ penanaman modal dan non penanaman
rricdizd, _
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modat di daerah,
mengkaji dan m&ngusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di daersh.
memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.

membuat peta penanaman modal daerah,

mengempangkan  peluang dan  potensi penanaman modai di  daerah  dengan
memberdayakan badan usaha.

mempromosikan penanaman modal daerah.

mengembangkan sektor usahiz penanaman modal dasrah melalul perbinaan penanamarn
madal antara lain meningkatkan kemitrann, meningkatkan daya saing, menciptakan
persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informas! yvang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman moedal, dan

membanty penyelesaian berbagai hambatan dan konsultas! permasalahan yang dihadap
peranam modal dalam menjalankan kegistan penanaman modal di daerah,

BAB W

RIS PTSRp
Fass! 8

FTaP-PM diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

'E'E a
[ﬁlﬂ

Kesederhanaan;
Vejelasan dan kepastan;
¥



£. Ketepatan waktu;
d.. Kepastian hukum;
e. Kemudahan akses;
f. Keterbukaan:

1.

Kedisiptinan, kesopanan dan keramahan,

BAB VI
JENIS DA STANDAR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenls Pelavanan
Pasal 8

{1} Jenis PTSP-FM melinut :
a. pelayanan perizinary; darn,
b, nelayvanan non Parizinan.
{2} Jenis Pelayaran PTSP-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipul seidor
a. Penanaman Modai;
b, Perencanaan Pembangunan Deersh;
¢ Eehutanan;
d. Perkebunan;

2, Pertambangan;

f. Kelautan dan Perikanan;
¢, Pertanian;

h. Peternskan,

Perindustrian dan Perdagangan;

ey

3. Feksarjaan Urnumn;

k. Snelal;

[, Perbubungan dan LLAL;

. Kesehatan;

i, Perudidilamn;

0. Koperas dan UMEM;

p. Lingkungan Midup;

. Kehudavaan dan Pariwisatg;

Ketemtuan lebih lanjut mengenal rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud paca

e

13
ayat {23 diatur lebil larjut dengan Peraturan Gubernur.,



Pagian Kedua
Standar Pelavanan
Pasal L{

{1} Penyelenggara PTSP-PM wajib membuat norma, standar, dan prosedur dengan
maryusun standar pelayanar.

{2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara, tahapan-
tahapan dan  batasan  wakiu  pengajuan  permohonan/pelayanan, pemrosesan,
pembayaran, waktu penyampaian hasil, dan penerimaan penanganan pengaduan
pelavanan,

{3) Ketentuan jebik lanjut mengenal norma, standar, dan prosedur penyelengoaraan FT5P-
PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perafuran Gubernur.

BAB WII
KEWENANGAN
Pasal 11

{1} Kewenangan penerbitan dan penandatenganan jenis PTSP-PM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), vang oleh ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan
Gubernur dilimpahkan kepada Kepala BID atau perangkat daerah dengan sebutan
lalnnva.

{2% Kewenangan penerbitan dan penandatanganan jenis PTSP-PM sebagaimana dimaksud
deiam Pasal § ayst (1), vang oleh ketertuan Perundang-undangan menjadi dan/atau
meiekat pada tugas dan fungsi serta menjadi kewenangan Dinas/Badan/Kantor
ditimpahkan kepada Kepala BID atau Perangkat Daerah dengan sebutan lainnya.

{3} Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat {1} dan ayat (2} ditetaplan

dengan Keputusan Gubernur.

BAB WIIT
PEMANFATAN SPIPISE
Pasal 12
(1) Untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi penyelenggaraan PTSP-FM
wajib didukung oleh SPIPISE .
(2} Permanfaatan SPIPISE sebageimana dimaksud pada ayat {1} mengiluti ketentuan
pergturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Pengajuan nermchonan  perzinen  dan  non-perizinan  dapat  dilakukan  dengan
imamantaatkan SPIPISE.
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(2} Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui SPIPISE dapat
diterbitkan dokumen secara elekironik.

(3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada syat (2), merupakan alat bukti hukum
yang sah sesual dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan

transaksi elektrontl,

Pasal 14
{1} Masyarakat dapat memperpleh informasi publik melalul SPIPISE mengenal hal-hal
berikut:
a. Potensi dan peluang penanaman modsl di daeraby;
b. Daftar bidang usaha terbuka, tidang usahs tertutup, dan bidang usahs vang terbuia
dengan persyaratan;
t. Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran postsi doleumen pada seligp proses,
hiaya, dan wakty psiavanan,
d. Tata cars layanan pengaduan penanaman modal; dan
e. Peraturan perundang-undangan.
{21 Informasl selain dimaksud pada ayat (1) dapat dizkses secara manual setelzh rmendapat
izin dari Kepala Badan.
PEMBIMNAAN, PENCEMDALIAN DAN PENGAWASAN
Haglan Kesaiu
Pembinaan
Fasat 15

{1y Gubernur melakukan Pembinazn dalam penyeienggaraan PTSE-PM.

(2} Pambinaan sebacaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
2. pangembangan sisten;
b. sumber dava manusia;
¢. bimbingan;
. suparvisi;
2. pendidikan dan pelatinan;dan
f. evaluasl,

Bagian Kedus
Pengandalian dan Pengawasan
Pasal 16
{1} Dalam hal penertiban perizinan dan non perizingn di bidang peranaman modal, Badan
hersama Perangkat Daerah lainnya melakukan pengendalian dan pengawasart.
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{2} Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat {13, mengenai:
3. jancka wakiu berakhirnys izin;
b, perubahan perizinan;
¢, perubahan skala usaha.
{3} Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebth fanjut dengan Peraturas Gubernur.

BAE X
INSENTIF
Pasat 17
(1) Setiap calon Investor vang akan melakukan penanaman modal di Daerah dapat diberikan
insentif dan kemudahan,
{2} Insenidl dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pemberian insentf, dapat berupa:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan maodal.
. pemberian kemudahan, dapat berupa:
1. penvediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penvediaan sarana dan prasarana;
3. pervediaan lzhan atau lokasi;
4. pemberian bartuan teknis; dan/atau
. parcepatan pemberan perizinan,
(3} Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada zvat (2]
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.,

BAR XI
PENGADUAN
Pasai 18
{1} Penyalenggara PTSP-PM waiib menyusun tatacara pengaduan yang ditetaplan dengan
sersturan kepals BID slau verangiet daerah dengan sehutan lain.
{23 Tatacara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan Instrumen untuk
mendapstkan umoan Bl qunz cerbalan pelgvanan dan penerapan penahargaan dan

sanksl bagl penyelenggars FTeP-FM.




BAB XII
EVALUAS]L DAN PELAPORAN
Pesal 19

(1} Penyelenggara PTSP-PM melakukan penilaian mandiri (seff assesment} dan survey
kepuasan masyarakat atas kualifikasi PTSP-PM dengan memperhatikan pedomarn
penilaian dari Kepala BKPM dan Kementerian/Lemnbaga lainnya.

(2} Hasil penilalan mandiri sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dissmpaikan kepada Kepaiz
BKPM melalui Gubernur paling lambat 20 {dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan
evaivasi.

{3 Hasll survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakal
melalui media cetak atau media alekioronik.

(4} BEvaluasi dilakukan sacara berkala sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 20
(1} Penyelenggars PTSP-PM  menyampaikan laporan secara terlulis kepada Gubernur
mengenal perkembangan penyelenggereaan laysnarn, capaian Kinerle, kendala yang
dihadapi, dan pembiavaar vang disampaikan secara berkala setiap 6 {enam) bulan.
(2} Gubernur menyampaikan laporan  secars  tertulis kepada Kepala BKPM dan
Kementerian/Lembaga Lainnya mengenai penvelenggaraan PTSP-PM.

BAR XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21
Biava penyelenggaan FTSP-PM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD Provinsi Gorontalo.

BAR XTIV
KETENTLUAN PERALTHARN
Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Dagrah ini, maka:

a. Uralan tugas dan fungsi Badan Investasi Daerah vang telah ditetapkan, yang mengacu
pade Persturan Daerah Nomer 7 Tahun 2007 diubah dan ditambahkan dengan tugas dan
fungsi PTSP-PM sebagalmana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

b, LUrzian tugas dan fungs) Dinas den/atau lembaga teknis Daerah yang telah ditetapkan, |
vang mengacy pada Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2007 dan Peraturan Daerah
Momar 7 Tahun 2007 divbah dan disesualkan dengan Peraturan Daerah inl.
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BAB XV
KETENTU&N PENUTUP
Pasal 23
Hal-hal vang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis

pelsksanaannye akan diatur iebih farjut dengan Peraturan Gubernur.,

Pasal 24

Peraturan Deerah ini mulai bedaku' pada tanggal diundangkan.
Agar setfap orang rmengetzhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam kembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Goron 5
pada tanggal 13/Dosopfen 2012

;”/ RUSLI HABIBIE "~ ;
Dlundangkan di Gorontaio é'/

pade tanggal 13 Poserber 2012

SEKRETARIS DAERAH PRVINSE GORONTALD,

/I

Eeod D Ir.HL WINARNI MONOARFA, MS
PEMBIMA UTAMA
HIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALD TAHUN 2012 NOMOR.C5...
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PENIELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO
MOMOR &5 TAHUN 2012
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAM TERFADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI GORONTALO

. MU

Dalam rangka membanty penanam modal datam memperolen kemudahan pelayanan,
facilitas fiskal, dan informasi mengenal pengnaman modal dengan cara mempercepat,
menvederhanakan pelayanan, dan meringankan bahkan menghilangkan biaya gengurusan
perizinan dan non perizinan, diperiukan pelaysnan terpadu saty pintu bidang penanaman
modal vang dapat menciptakan penvederbanaan parizinan dan percepatan penyelesaianmyz
sshingoa menarik minst masyarzkat dan pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelavanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman maodal
berhujuan untuk mewujudkan tatsleksana perizinen sesual dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dan memberikan informasi kepada penerima perizingn dan non
perizinan,

Selarjutnya dalam Persturan Daersh tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu,

Saty Pintu bideng Penanaman Modal, diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan
nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinen, mendorong tumbuhnya investas! g
Provingl Goromtalo, meningkatkan kualitas pelavanan perizinan dan non  perizinan,
menghindari kesalshan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan
perizinan dan non perizinan, mensinkronkan dan mengharmonisikan perizinan dan non
perizinan antar bidang.
Dalam rangka mengimplementasikan  Peraturan  Perundang-undangan  terkait dengan
penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanarnan Modal, Pemerintah
Frovingl Gorontale dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal agar memberikan
kepastian hukum.

1. PASEL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas,
Pasal &
Cukup jefas,

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf &
Yang dimaksud dengan * Prinsip kesederhanaan” adalah prosedur pelayanan harus
dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Prinsip kejelasan dan kepastian” adalah dalam hai (a)
Prosedur/tata cara pelavanan; {b} persyaratan, baik persyaratan teknis maupun
persyaratan administrative;{c) unit kerja atau pejabat vang bertanggung jawzhb:
{d} rincian biava/tariff pelayanan, termasuk tata cars pembavarannya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "Frinsip ketepatan waktu” adalah Penvelesaian setiap jenis
pelayanan dilakukan tepat waktu sesual dengan standar pelayanan.

Hurgf d
Yang dimaksud dengan “Prinsip Kepastlan Hukum” adalah proses,biaya dan waktu
wafib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan
memiliki kelwatan hukum yang menjadi jaminan hokum dan rasa aman bagi
pemiliknya.

Muruf e
Yang dimaksud dengan “Prinsip Kemudahan Akses” adalah {a) ketersediaan
informast yang dapat dengan mudzh dan langsung diakses oleh masyarakat dan
{b} pelayanan aparat yang responsif.

Fdr oy 1
Huruf f
Yang dirmaksud dengan “Prinsip Keterbukaan” adalah Setiap penerima pelavanzn
dapat dengan mudah mengakses dan mempercieh informas mengenai pelavanan
vang diinginkan.

(a (3Tl s
Yang dimaksud dengan “Prinsip kedisiplinan,kescpanan dan kersmahan adalah:

2. setlap petugas pelayanan memberitan pelavanan kepada pemohon dengan
memperhatiltan etlka dan kesoparen dalam berkomunikasi baik delam hal
twtur bahass, raut muka, maupun bahasa tubub,
setiap petugas memberikan pelavanan sesusi dengan prosedur yang telah
ditetapkan,

L. Petugas penilal teknls memberikan penilaisn secara obyeidit berasarkan
keghlfanrya dan  memberikan  masukan  kepada  pengambil kaputusa
berdasarkan pandangan keahliennya tersebut, secare jujur dan bertanggung
jawab, termasui memberikan relomendasi apakah zin vang dimohon dapat
disetuiul atau ditolak.

e



Pasal ©

Cukup jelgs.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Fasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas,

Pasal 14
Avat (1}
Cukup jelas

Avat (21

Informasi yang dapst diskses secara manual adslah informasi terkait baik Jangsung
maupun tidak langsung dengan penanaman modal yang lidak tersedia pada menu
SPIPISE meliputi sebaglan atau keseiuruhan data dan informasi mengenzi orang
perorangan dan atau badan hukum vang dikuasal cleh penvelenggars PTSP-PM, yang
apabila dibuka secara uraum dapat menimbulkan Kerugian pihak lain

Pagal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Culup jelzs.
Pasal 19

Culkup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

(=2

i

asal 2
Cukup jelas.

T

Pasatl 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ciskup jelas
Pasal 24

Culup ieias

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GURONTALD NOMOR...53.
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